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Sebagal suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang
kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha Esa, maka suatu perkawinan hendaknya berlangsung
abadi. Dalam hal suatu perkawinan tidak dapat berlangsung abadi, sehingga terjadi perceraian, maka para
pihak yang tadinyaterikat perkawinan dapat menempuh upaya perceraian. Dalam pemeriksaan perkara
perceraian di pengadilan, untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara para pihak dapat membuat akta
kesepakatan bersama. Dalam penggunaan Akta K esepakatan Bersama dalam perkara perceraian, setidaknya
terdapat dua permasal ahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah kedudukan dan
peranan Akta K esepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dalam kaitannya dengan dalam proses
pemeriksaan perkara Perceraian di Pengadilan, Kedua adalah bagaimanakah keterkaitan hukum antara Akta
K esepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dengan Putusan/Penetapan Pengadilan sebagai suatu
produk hukum lembaga Peradilan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data-data
sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian yang dilakukan
kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta K esepakatan Bersama yang dibuat secara notariil. memiliki
kedudukan dan peranan sebagai kesepakatan para pihak berkaitan dengan akibat perceraian baik terhadap
anak maupun terhadap harta bersama. Sementaraitu, Akta K esepakatan Bersama yang digunakan sebagai
bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim.
Dalam kedudukannya sebagai bagian dari putusan hakim, maka kekuatan mengikat dari Akta Kesepakatan
Bersama tidak hanya sebatas kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai pelaksanaan putusan hakim.

As an association was born the heart between a man and a woman to form the lasting family happy to be
based on the Deity the Lord, then a marriage preferably took place eternal. In the matter of a marriage could
not take place eternal, so as to the divorce happen, then the sides that earlier were tied by the marriage could
follow divorce efforts. In the case inspection of the divorce in the court, to facilitate the process of the case
inspection of the sides of could make the joint agreement certificate. In the use of the Joint Agreement
Certificate in the case of the divorce, at least was gotten by two problems that were discussed in this
research. Firstly, how the position and the role of the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial
manner in connection with him with in the process of the case inspection of the Divorce in the Court, second
was how the legal connection between the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner
and the Decision of the Court as a product of the law of the Judicature agency. The research method that was
used in this research was the bibliography research and the field that were descriptive. The data that was
used was the secondary data that originated in the primary, secondary and tertiary legal material. From the
research that was carried out afterwards could be attracted by the conclusion that the Joint Agreement
Certificate that was made in a notarial manner has the position and the role as the agreement of the sides


https://lib.ui.ac.id/detail?id=110682&lokasi=lokal

regarding as aresult of the divorce was good towards the child and against common property. In the
meantime, the Joint Agreement Certificate that was used as part of the process of the case inspection of the
divorce in the court was part of the decision of the judge. In his position as part of the decision of the judge,
then the binding strength from the Joint Agreement Certificate only was not limited by the agreement of the
sides, but also as the implementation of the decision of the judge.



